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bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur Tahun Anggaran 2014, perlu ditetapkan Peraturan Bupati 
Tanjung Jabung Timur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3312) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 
tentang Pajak Burm dan Bangunan (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569), 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara 
Yang bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pernbentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan 
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 3969); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4286); 
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Repubbk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Repu bhk Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421), 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­ 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpman dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler clan Keuangan Ptmpmari dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemermtah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Repu bhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4575); 
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15. Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor 
65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

17. Peraturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Mmimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kmerja Instansi Pemenntah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Nomor 4614); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi 
Pemenntah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165); 

20 Peraturan Pemermtah Nomor 30 Tahun 2011 ten tang Pmjarnan Daerah 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5219), 

21. Peraturan Pemenntah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah Daerah 
( Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5272); 

22 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam 
Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

23. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 39 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

24 Peraturan Menteri Dalam Ne gen Nomor 27 Tahun 2013 ten tang 
Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2014; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 
2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 4), 

26 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 
2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Tanjung Jabung Trmur Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tanjung Jabung Tunur Tahun 2013 Nomor 17), 
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Rp. 668,321,820,693.00 

Rp 1,010, 130,985,293.82 

Rp. (113,352,907,999.88) 

Jumlah Belanja Langsung 

Jumlah Belanja 

Surplus/ [Defisit) 

b Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 48,713,011,400.00 

2) Belanja Barang dan Rp. 221,953,418,562.00 
Jasa 

3) Belanja Modal Rp. 397,731,240,731 00 

4) Belanja Hibah Rp. 3,501,532, 100.00 

5) Belanja Bantuan Rp. 7,006, 135,075 00 
Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil Rp. 0.00 

7) Belanja Bantuan Rp. 36,245,822,836.00 
Keuangan • 8) Belanja Tidak Rp 1,200,000,000.00 
Terduga 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp. 341,809, 164,600.82 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Ash Daerah Rp 28,936,200,000.00 

b. Dana Perimbangan Rp. 835,800,441,918.00 

c Lain-lam Pendapatan yang Rp. 32,041,435,375.94 
Sah 

Jumlah Pendapatan Rp 896,778,077 ,293.94 •• Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp. 293,855,674,589.82 

2) Belanja Sunga Rp. 0.00 

3) Belanja Subsidi Rp. 0 00 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut: 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATI NOMOR TAHUN 2013 TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG 
JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN. 
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BERITA D RAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 4 ( 
N 

\ • 
Diundangkan di Muara Sabak \ 
pada tanggal ~ Desember 2013 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NJUNG JABUNG TIMUR, 

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI 

Ditetapkan di Muara Sabak 
pada tanggal 'j.4 Desember 2013 

~ BUPATI :ANJUNG JABUNG TIMUR, 

~ 

ITHAH onr11n KEBENARANrrrA otEH 
LTGL: 

• 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Senta Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

Pasal 3 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini 

Pasal 2 

113,352,907,999.88 
0.00 

Rp. 

Rp 

b. Pengeluaran Rp. 

Jumlah Pembiayaan Neto 
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan 

130,852,907 ,999.88 

17 ,500,000,000.00 
Rp. 

3. Pembiayaan: 

a. Penerimaan 

' r C 


